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TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan 

Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar 
Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penetapan Penugasan 
Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar 

Instansi Pemerintah; 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah 
dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800); 

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1728); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI 

PEMERINTAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS 

di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 
daerah. 

5. Instansi Induk adalah Instansi Pemerintah asal tempat 
PNS bertugas. 

6. Instansi Penerima adalah Instansi Pemerintah tempat 
PNS melaksanakan Penugasan. 

7. Penugasan adalah Penugasan PNS untuk melaksanakan 

tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi 
Pemerintah selain Intansi Induknya dalam jangka waktu 

tertentu.  
8. Tugas Jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan 

kepada PNS yang pelaksanaan tugasnya masih 
berhubungan dengan jabatan pada Instansi Induknya 
atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan 

pemerintah. 
 

Pasal 2 
Penugasan PNS terdiri atas: 

a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan 
b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah. 
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BAB II 

PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 3 
(1) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a terdiri atas: 
a. Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah 

yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 
PNS; dan 

b. Penugasan PNS di lingkungan Instansi 
Pemerintah yang pimpinannya memiliki 

kewenangan mengangkat, memindahkan, dan 
memberhentikan PNS. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperuntukkan bagi: 
a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan 

khusus; dan 
b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang 

bersifat pendukung atau administratif. 
(3) Penugasan PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan 

khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan: 

a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu 
yang dibutuhkan oleh instansi; 

b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang 
dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; 

c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi 
Pemerintah; dan 

d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian 

kinerja organisasi. 
 

Pasal 4 
(1) Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan yang dapat 

diberikan Penugasan disusun oleh pimpinan Instansi 
Pemerintah. 

(2) Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Instansi 
Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 
negara dan reformasi birokasi untuk ditetapkan. 

(3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. jabatan pimpinan tinggi; 

b. jabatan administrasi; dan 
c. jabatan fungsional. 

 
Pasal 5 

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah dapat dilakukan 
atas dasar permintaan Instansi Penerima atau Penugasan 
dari Instansi Induknya. 

www.peraturan.go.id



2022, No.1049 -4- 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Instansi Induk yang 
ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
Instansi Induk. 

 
Pasal 6 

(1) Surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan 
Tugas Jabatan khusus disertai dengan dokumen 

pendukung sebagai berikut: 
a. uraian urgensi Penugasan yang meliputi: 

1. kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu 

yang dibutuhkan oleh instansi; 
2. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang 

dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; 
3. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada 

Instansi Pemerintah; 
4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian 

kinerja organisasi; dan  

5. urgensi terhadap Penugasan untuk 
melaksanakan Tugas Jabatan khusus; 

b. surat permintaan Instansi Penerima; dan 
c. surat persetujuan Instansi Induk. 

(2) Terhadap pemberitahuan Penugasan, menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 

menetapkan rekomendasi yang menjadi dasar penetapan 
keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh PPK 

Instansi Induk. 
(3) Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib disampaikan oleh Instansi Pemerintah 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara 
dan reformasi birokrasi. 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penetapan Penugasan PNS 

Pada Instansi Pemerintah  
 

Pasal 7 
(1) Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS 

menyampaikan permintaan Penugasan PNS kepada 

Instansi Induk. 
(2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan 
serta dokumen kelengkapan lainnya. 

(3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
(4) Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat menyetujui atau menolak permintaan. 
(5) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan,  PPK 

atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk 
mendapatkan pertimbangan teknis.  
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(6) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan 

Penugasan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah 
yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan. 

(7) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan 
verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan 

teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.  
(8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi 
pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, 
pengendalian kebutuhan PNS, dan kelancaran pelayanan 

kepegawaian. 
(9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) Instansi Induk menetapkan 
keputusan Penugasan. 

(10) Keputusan Penugasan bagi PNS yang melaksanakan 
Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau 
Administratif ditetapkan oleh PyB. 

(11) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari 

jabatan bagi PNS yang melaksanakan Penugasan. 
(12) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 8 

(1) Penugasan PNS dapat dilakukan berdasarkan perintah 
dari PPK Instansi Induk setelah mendapatkan 
persetujuan dari Instansi Penerima. 

(2) Dalam hal Instansi Penerima menyetujui permintaan,  
PPK atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan 

Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara 
untuk mendapatkan pertimbangan teknis. 

(3) Dalam hal Instansi Penerima menolak permintaan, 
usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Induk 
yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan. 

(4) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Badan Kepegawaian Negara melakukan 

verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan 
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

(5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi 
pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, 

pengendalian kebutuhan PNS, dan kelancaran pelayanan 
kepegawaian. 

(6) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) Instansi Induk menetapkan 

keputusan Penugasan. 
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(7) Keputusan Penugasan bagi PNS yang melaksanakan 

Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau 
Administratif ditetapkan oleh PyB. 

(8) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari 
jabatan bagi PNS yang melaksanakan Penugasan. 

(9) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(10) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 9 
(1) Dalam hal Penugasan PNS dilakukan dalam rangka 

melaksanakan Tugas Jabatan khusus, PPK Instansi 

Induk mengajukan surat pemberitahuan Penugasan PNS 
kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan 

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 
birokrasi untuk mendapatkan rekomendasi.  

(2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk 

mendapatkan pertimbangan teknis. 
(3) Keputusan Penugasan bagi PNS yang melaksanakan 

Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah 
ditetapkan oleh PPK Instansi Induk. 

(4) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(5) Contoh Penugasan dalam Tugas Jabatan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Perpanjangan Penugasan PNS  

Pada Instansi Pemerintah 

 
Pasal 10 

(1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan 
paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan 
persetujuan PPK Instansi Induk atas usul Instansi 

Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) PPK dapat mendelegasikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada PyB. 

(4) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan tidak 
memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun 
PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk 
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tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Dalam hal PPK Instasi Induk menyetujui perpanjangan 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan keputusan Penugasan yang baru. 

(6) Perpanjangan Penugasan PNS harus mempertimbangkan 
batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki 

PNS tersebut. 
(7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi 

Induk menyampaikan tembusan keputusan 

perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 

 
Pasal 11 

(1) Permintaan perpanjangan Penugasan diajukan oleh 
pimpinan Instansi Penerima kepada PPK Instansi Induk 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan 

berakhir. 
(2) Permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai contoh formulir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Badan ini. 

(3) PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai 
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.  

 
BAB III 

PENUGASAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 12 
(1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu PNS 
melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi 
Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Penugasan pada: 

a. proyek pemerintah; 
b. organisasi profesi; 

c. organisasi internasional; dan 
d. badan atau instansi lain, 
yang ditentukan pemerintah. 

(3) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan: 
a. jabatan yang bersifat amanat (mandatory) yang telah 

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau 
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b. jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik 

tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah. 
 

Pasal 13 

(1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah dapat 
dilakukan atas dasar permintaan institusi yang 

membutuhkan atau Penugasan dari Instansi Induk. 
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam keputusan Instansi Induk yang 
ditandatangani oleh PPK Instansi Induk. 

(3) Keputusan Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai 
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 14 

(1) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan proyek yang 
ditentukan pemerintah sebagai proyek pemerintah. 

(2) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. 

 
Pasal 15 

(1) PNS dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus 

organisasi profesi atas dasar kesamaan profesi bidang 
keahliannya yang ditentukan pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (2) huruf b merupakan organisasi yang memiliki 
anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepengurusan, 

keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum. 
 

Pasal 16 

(1) PNS dapat ditugaskan pada organisasi internasional yang 
ditentukan pemerintah. 

(2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan organisasi 

internasional antarpemerintah dalam kerangka sistem 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau non Perserikatan 
Bangsa-Bangsa yang diakui sebagai subjek hukum 

internasional serta memiliki kapasitas membuat 
perjanjian internasional.  

(3) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan organisasi internasional yang 

Indonesia menjadi negara anggota. 
(4) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mempunyai visi dan misi yang sejalan 

dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 
Pasal 17 

Badan/instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) huruf d yaitu badan layanan umum/badan layanan 
umum daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik 
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daerah, atau badan/instansi lain yang ditentukan pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 18 

Contoh Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran I angka 2 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Penetapan Penugasan PNS 

Di Luar Instansi Pemerintah  
 

Pasal 19 
(1) Institusi di luar Instansi Pemerintah yang membutuhkan 

PNS menyampaikan permintaan Penugasan PNS kepada 
Instansi Induk. 

(2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus menyatakan jenis jabatan, syarat jabatan, atau 
dokumen kelengkapan lain yang dibutuhkan. 

(3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) bagi PNS yang ditugaskan pada organisasi 
internasional. 

(5) Instansi Induk dapat menyetujui atau menolak 
permintaan Penugasan dari institusi di luar Instansi 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(6) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK Instansi Induk 
mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan 

teknis. 
(7) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan 

Penugasan dikembalikan kepada institusi yang 
mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan. 

(8) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan 
verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan 

teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
(9) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi 
pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, 

pengendalian kebutuhan PNS, dan kelancaran pelayanan 
kepegawaian. 

(10) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) PPK Instansi Induk menetapkan 
keputusan Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah. 

(11) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) sekaligus memuat keputusan pemberhentian 

dari jabatan bagi PNS yang melaksanakan Penugasan,  
(12) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum 
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dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
(13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Perpanjangan Penugasan 
Di Luar Instansi Pemerintah 

 

Pasal 20 
(1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah dilaksanakan 

paling lama 5 (lima) tahun. 
(2) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan 
persetujuan PPK Instansi Induk atas usul institusi yang 
membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan tidak 

memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun 
PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk 

tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Dalam hal PPK Instasi Induk menyetujui perpanjangan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan keputusan Penugasan yang baru. 
(5) Dalam hal Penugasan di luar Instansi Pemerintah 

dilaksanakan pada organisasi internasional, jangka 
waktu Penugasan ditetapkan oleh organisasi 

internasional tempat PNS tersebut melaksanakan 
Penugasan. 

(6) Perpanjangan Penugasan PNS harus mempertimbangkan 

batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki 
PNS tersebut. 

(7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi 
Induk menyampaikan tembusan keputusan 

perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara.  

 

Pasal 21 
(1) Permintaan perpanjangan Penugasan disampaikan oleh 

pimpinan institusi yang menerima Penugasan kepada 
PPK Instansi Induknya paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum masa Penugasan berakhir. 
(2) Permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai contoh formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) untuk PNS yang ditugaskan pada organisasi 
internasional. 
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(4) PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai 
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 
 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 22 

(1) Instansi Induk dapat melakukan penarikan PNS yang 

sedang menjalani Penugasan. 
(2) Penarikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila: 
a. mencapai batas usia pensiun; dan/atau 

b. terdapat kebutuhan kompetensi PNS pada Instansi 
Induk atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak.  

(3) Tata cara penarikan PNS yang sedang menjalani 

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Instansi Induk menyampaikan pemberitahuan 
penarikan PNS kepada Instansi Penerima atau 

institusi tempat PNS ditugaskan dan PNS yang 
bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
penarikan PNS yang bersangkutan; dan 

b. Instansi Induk menyampaikan tembusan 
pemberitahuan penarikan PNS sebagaimana 

dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara, sebagai dasar penetapan 

pertimbangan teknis untuk pengangkatan kembali 
PNS yang bersangkutan. 

(4) Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan 
dapat melakukan pengembalian PNS yang sedang 
menjalani Penugasan kepada Instansi Induknya. 

(5) Pengembalian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan apabila: 

a. dijatuhi hukuman disiplin berat; dan/atau 
b. tidak mencapai target kinerja. 

(6) Tata cara pengembalian PNS yang sedang menjalani 
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Instansi Penerima atau institusi tempat PNS 
ditugaskan menyampaikan pemberitahuan 

pengembalian PNS kepada Instansi Induk dan PNS 
yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum pengembalian PNS yang bersangkutan; dan 
b. Instansi Induk menyampaikan pemberitahuan 

pengembalian PNS sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, 
sebagai dasar penetapan pertimbangan teknis untuk 

pengangkatan kembali PNS yang bersangkutan. 
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(7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b dan ayat (6) huruf b dibuat sesuai contoh 
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 23 
(1) PNS yang melaksanakan Penugasan pada Instansi 

Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diberikan 
kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Masa kerja PNS selama melaksanakan Penugasan pada 
Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah 

diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. 
 

Pasal 24 
(1) PNS yang menjalankan Penugasan di luar Instansi 

Pemerintah diberhentikan dengan hormat karena telah 

mencapai batas usia pensiun berdasarkan jabatan 
terakhir yang diduduki. 

(2) PNS yang menjalankan Penugasan di luar Instansi 
Pemerintah dapat: 

a. diberhentikan dengan hormat; 
b. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri; atau 

c. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh PPK Instansi Induk. 
(4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan berakhirnya masa Penugasan 
di luar Instansi Pemerintah. 

(5) Contoh keputusan pemberhentian yang mengakibatkan 

berakhirnya masa Penugasan di luar Instansi Pemerintah 
tercantum dalam Lampiran I angka 3 yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 25 
(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional yang karena 

jabatannya melaksanakan tugas pada Instansi 

Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah, ditetapkan 
keputusan Penugasannya tanpa diberhentikan dari 

jabatan fungsionalnya. 
(2) Contoh PNS yang menduduki jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 26 

(1) PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan 
yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan 

tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta dapat 
menjalankan tugasnya melalui Penugasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Ketentuan mengenai jangka waktu Penugasan dan 

perpanjangan Penugasan tidak berlaku bagi PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Keputusan Penugasan bagi guru, dosen, dan tenaga 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan tanpa melalui pertimbangan teknis Kepala 

Badan Kepegawaian Negara. 
(4) Instansi Induk menyampaikan keputusan Penugasan 

PNS yang menduduki jabatan guru, dosen, dan tenaga 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Badan Kepegawaian Negara. 

 
Pasal 27 

(1) Penugasan PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan berdasarkan perintah dari PPK Instansi Induk 
setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Penerima 
atau institusi tempat PNS ditugaskan. 

(2) Dalam hal Instansi Penerima atau institusi tempat PNS 
ditugaskan menyetujui permintaan,  PPK atau PyB 

Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan. 
(3) Dalam hal Instansi Penerima atau institusi tempat PNS 

ditugaskan menolak permintaan, usulan Penugasan 
dikembalikan kepada Instansi Induk yang mengajukan 
Penugasan disertai alasan penolakan. 

(4) Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan 
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Kepala Badan Kepegawaian Negara.  
(5) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 28 
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 

a. PNS yang sedang melaksanakan Penugasan berdasarkan 
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 
2020  tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai 

Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi 
Pemerintah, tetap menjalankan tugasnya dan 

mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sampai dengan 

berakhirnya masa penugasan; dan  
b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Jabatan khusus 

berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 1 Tahun 2020  tentang Tata Cara Penetapan 
Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah 

dan di luar Instansi Pemerintah tetap melaksanakan 
Penugasan dalam Tugas Jabatan khusus sampai dengan 

berakhirnya masa penugasan.   
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020  tentang 

Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada 
Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 30 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Oktober 2022 

 
Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

   ttd. 
 

BIMA HARIA WIBISANA 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Oktober 2022 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

  ttd. 
 
YASONNA H. LAOLY 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG  

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN 

DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH 

 

CONTOH KASUS PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

KHUSUS, PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR INSTANSI 
PEMERINTAH, PEMBERHENTIAN PENUGASAN, DAN PENUGASAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL 
 

1. Contoh Penugasan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Jabatan Khusus: 
Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang mempunyai kompetensi khusus di bidang penyidikan dan 

penuntutan. Kompetensi khusus tersebut dimiliki oleh PNS yang 
menduduki jabatan fungsional Jaksa. Dengan demikian, Komisi 

Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan penugasan kepada 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku instansi induk jabatan 

fungsional Jaksa.  
 

2. Contoh Penugasan Pegawai Negeri Sipil di luar Instansi Pemerintah: 

a. Contoh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pada proyek 
pemerintah antara lain meliputi kegiatan infrastruktur, transportasi, 

sumberdaya mineral, atau proyek pemerintah dalam rangka 
pemulihan dampak bencana yang didanai dan dikelola oleh 

Pemerintah. 
b. Contoh PNS yang ditugaskan pada Organisasi Profesi antara lain PNS 

yang ditugaskan pada organisasi profesi dokter, perawat, dan guru. 

c. Contoh PNS yang ditugaskan pada Organisasi Internasional antara 
lain PNS yang ditugaskan pada ASEAN Secretariat (ASEC), 

International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), 
World Health Organization (WHO), atau World Bank.  

d. Contoh PNS yang ditugaskan pada badan atau instansi lain antara 
lain PNS yang ditugaskan pada badan layanan umum misalnya 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan Pusat Pelayanan 
Teknologi. 

 
3. Contoh pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan 

berakhirnya penugasan: 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan ditugaskan pada 

Organisasi Internasional International Monetary Fund (IMF). Setelah 
menjalankan 3 (tiga) tahun penugasan yang bersangkutan memasuki 

masa usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. Dengan demikian, 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan 
pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. 

Dengan ditetapkan keputusan tersebut maka masa penugasan yang 
bersangkutan juga berakhir. 

 
4. Contoh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang 

karena jabatannya melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah atau 
di luar Instansi Pemerintah: 
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a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi yang 

melaksanakan tugas terkait dengan bidang statistik di Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Maka dapat 
ditetapkan Keputusan Penugasan tanpa dilakukan pemberhentian 

dari Jabatan Fungsional Statistisi.  
b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Diplomat yang 

melaksanakan penugasan pada Organisasi Internasional. PNS yang 
bersangkutan  melaksanakan tugas terkait dengan diplomasi 

di International Maritime Organization (IMO). Maka dapat ditetapkan 
Keputusan Penugasan di Luar Instansi Pemerintah tanpa dilakukan 

pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat. 
 

 

Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

   ttd. 
 

BIMA HARIA WIBISANA 
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JVMI.AM 
SEUJRUMNYA 
CATA.TAN QK."'f WILAYAN PDUlAYAltAH 
PERTIMAAHQAH TOCNIS lllCH J USU\. NOMOR. 

IN:STA..~ 

NOTA PERTU&RA.."iiQAN TEICNtS 
KEPALA RA.DAN UPECAWAIAN NECARA 

11.HTANO 
PL-,UQASA..lrf PEQAWAI NliXlERI SIPIL PA.DA INSTAXSI PDIERIHTAN 

DA.-, DI WAR INST.A..~ PDIERINTAN 
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, O.pilah ...h -·1,1 
.. , Ptn,eb npn lftl twty. bttlalN ._. ,_.. w.ktu 1 l...._u) lahun 91rtd.h ta.._.. ~rwtapan. 

0,-- K.EPAJ.A QAD,\H KEPEGAWMAH NEGARA 

NAM.A LE,."iC.ICAP A. snu,,_..,o._..,,...._ 
TkMPA1 IM.._. llJL.. lNUR 
MP ... ... _ . 
NO Kill ICARPEC II Ybs 0..wrahl tup. .._..._.. ....... PA.'"CICAT 

OOI... RIIANC mui...ta.._.. 
SlwAK C Surat Ptrn,y.-n Prrr-t~ 
NA:iA DJUA COi.. m - DL ... _. ·--· .. 
CWIPOK(H( ... O Sunt. ~l. Pr~t•n Pltmti.r-D Cy - ·- --· ... _. 
PERS/K.EP/PERTlMD "° E. V.-- Tit.bun . ······-··-- ............. 
KEPAJ.A WCM 1 TOI.. ,,........, - 

DAAU PA.'"CICAT 2 T1dahd1- - 
OOLRUANO 
MASA UIUA COL. m .... - 

DL 
GA.JI POICOK 
9"""'U TMT 

. 
~~LAMA."i MUI.Al OAH SAMPAI JUMLAU OIMILAI JUMl.AJ.I 

KEJUA 0.."'CA."'1 m DI.. m DI.. 

JU-Ml.AH 
SELURUH.NYA 
CAIATA..._. DK.._. WILAYAU PUUIAV~ 

KRnMBAH<lAH 11..KHlS UK."'I ... USULNOMOR. 

IN:STAHSI 

NOTA PERTIMDAHOAN TDCMS 
KEPALA RAQA.."'I K.liPICAWAIA.."'I NECARA 

T'RHTA.."10 
PCNAR'llCAH PENUQASA.."'1 PEOAWAJ NECUII SIPIL 

4. Contoh Fonnuhr Nota Pc:rumbenpn Tcknia A:nanltan A:nupan 
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Punpinan lnat.a.nai/lnatitual •). 

Atu pc:ract.uJuan tcracbut kam.l aampalkan tcrima kaalh. 

Kami lnrormaadcan bahwa pcnupaan PNS yang bcraangkutan Akan bcrakhir pada 

ta.ngpl •••••••••••••.••••••••••.••••••• ~tcnginpt tcno,p PNS yang bc.raangkutan mu1h 
dibutuhkan pad.a •••• •••• •• •••• kaml mc.ns-ju.kan 

pc:rm.1nta.an pcrpanjangan pcnugaaan aampaJ dengan tanggal •. ,,, •.•••••.•••• ,, .••• , •.••••••••• 

Noma 
NIP 

Pangka1/0olonpn Ruang 

PNS yang mdak:aanakan pcnupaan pad.a lnaum•I ~mcrintah/di lua.r lruua.nal 

Pcmcrinta.h peda di bawah tnJ: 

Kcpada 

Ylh. ~fcntcri/Punpino.n Lc.mbaga/ 
Oubc.mur/Bupat1/WaliJcou1 i 
(lj .. 

~rnuntaan Pe-rpanjangan 

~nuga.aan pada ln•ta.nal 

~mcnntah/di Lua.r lnataNI 

Pc.mcrintah 

Nomor 
Sif'At 

1..amp;nu, 
Pcrlhal 
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01 Dipilih Nlah Ntu. 
• ·1 o.iai bila pcrlu. 

Oil~pk.nd1 -- MltNTERI/PUlPL'(AN LEM.BACA 
CUOiiRHVR/DUPATI/WAUKOTA/Pyll .... "), 

Tl'.~ d-napaakan cknpn taor.at. lclr,.,..S.: 
1 ac.q,.La O..S., ~~-n NI'..,-.; dan 
2. ~ ICPPN/Ka.tda 

~putu.., uu cL..,.._n llal'.f*I- ,.... ~tan. un1uk ~~u:i d-.n 
dipe.rgun.lcan ~ m,c,s11nya. 

Af-b.a. diknnud..n hAr, tl'.myat. tc:rd.pmt kr.k.diruan dAknl Kc,pu1u-n ni. alcan 
~ pr:rt.ikalt dml pr.rtl.it.\.l,Dtpllll b-mbui iwb.p•- IDI' .. _..,.._ 

.... - , , . 

~ Hq,rn S.pil. stt.pi ~rihlt: 
IN.._ 
2 NIP 
3.T ...... Lmhar 
°' Panp81 lamaJOol ru.n&JTMT 
$. hbmlan 
6.Urut~ 
Tl'.rf'Mtung mu.1ai tan.,;p1 -· riw~ pr.~ ptnU.-n pml&. 
I. lnst•n.i 
;J J.b.lVI 
3 J.n&b Wllktv 

. ······ · .. , • 

I Undans·Vndan&Noinor-5 Tahun 1014 tc:ntana,'\pM'aturSipd Nqpa,ao 
2. Ptntunn Pir:niil'.ffnlah No.nor 17 Tah,.m 2020 tmlang ~baban Pli:-ratur.n 

~~ Nomor 11 Tahun 1017 k.nl9n,1 M.nm~n PNS. 
3. Puwotur.n lik.nkn PAN d.-n RD NOIDOI" 62 Tata..t.n l020 lc:nlang Pt:nupsan Pli:-p.wa1 

~n S.pil P..sa llutanN Pr:mtt,ntah clan 1)1: Luar lntan .. ~nntah: 
,. ~tur.n n.a.n kqw:p~ Nocoor -· Tahun 2022 1c:nt.na Till.a Can, 

~pm, ~upaan Prp,.... Mq.tti Sipd Pladm In~ .. ~IQtNi\ah Clan di ....._ 
Im..-.... Pr:m~ntah; clan 

t.hw. ~rtu.n bw:ntuan pr.r.1ur., prrundana·undanpn. Pli:-pwa1 Nl'.Ffl SipJ 
,..ng RAfflMIT• terwbul dalaal Ktpulu.&n 111l ~nuh1 .,..,.., unl\lk d1~nlcan 
Pf:rp.,nj.npn Pf:nu..-n P'l'\'S p.dm 11Utans.i P'f'mamtah/Pf:rpan,.....,. ptn.u.p-.n 
P.'CS dal&m 11.afPU ,.._tan lth\.UU• S-S,. 1mlaftN pnn,cnnta.h "). okJ\ kan.n. ,tu per1u 
dltl'.tapkan d,c,fl91ft lcqa.itu-n ~ Jk'fl,..._,, P'l'\-S p.d,s ilYIANI 
PirlhttVltah/Pf:tpmn,-n..-n pr.n........-,n PNS dalam 1u.- ,._..n khu•!oM p-s. MUtanu 
p,f:mn'lntah ·1 

N~/AMANAN L£MQAOA/OUDER.'(UR/9UPATI/WAUK01'AJPJ9 -·-- •t. 

LOCO/KOP StJRAT 
KEPUTVSA.-'li MENTERI/PIM.PINNi u;MBAOA/ 
QUOER."ifURJDUPATl/WAUKOTAJP)'U "I 

:-'OMOR . 
Tli:NTANO 

P£RPA."'lJANGAN KNUOASAN PfiS PAD>. L"-STAN:SI PQ.1'3UHT..UI 

KEDUA 

6. Contoh Formuhr Kcputuaan PcrpanJ.anpn ~ • ..,, Pr.S okh PPK/PyB 
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-, O,pilih oalah •tu. . ., °"" - pcrlu. 

Ordr1.plr.c di -- M.E1ff"ERI/PDIPIM.'f UiMBAOA 
GUDG.'Ml/lWPATI/W.'AJ.JWTA/Pyll '). 

T....._ d pniren (kllpft hotmet -,.la; ·----- ... ,..._...,., ...... 
JC..- ... dibn'ikAII li:ir:ped,e ,... ~tan. u.nrwc delatalNi .,. •,pneli.eo 
tr w---~ 

----·-·-- --- .. / ./ 

~?kFrts.p&. 9' .... knkut. I..._ 
l KIP 
J r....-1....- 
4 .....,, --.Jc.I ftlAIIC/11fT 
5 .......... . ..... ...,.. ,......_ _ 
I tmc.n./ llubbaa i 
2 ........ 
l .,.....w.ltbl 
~ ~ S.pl ,-. Mb I _, .....,_ ,-le Dlt:1\IW KESATU 4-rtw:.._/tNllill 
dillintw.~ , den ,-=a.. , 
ICqlede Pl\'$ ,.... .wmt.n.--./tadell. ·~ •• den ;,.... ., 
+ pr- 4-ebud ..... OlK'TVll kEDUA wncludl.ika .,..._,.. - .... -- -, 

ApeWa ~ ...,. tn'h)'ala tndepell li:ir:telina.a cw- ~ -- all.- ....... 

~ ... ~ ........ t ·- ~..,.... 

.,.. Komor- • ...... • ~ ...._ ..... _ 
l ,..,_.....,. Tdn.- ICqime 9tllen ~ Sqe,'P ~ -- .. ·- den 
J 

_,_ 

.,,... ~ ~ palltl#WI ~ .......... ?ikpn" Sipl,.... 
~ brndlld ._. JC..__ -.. mcmuhi .,....,, unh.111 I I n loiilltwa prot.,,,, 
PICS • hael" _.._,. ~nn&.elll. okh lcamlll 1hl pu'lil ~ ck,.n hpc,.,.. 
,........, P:\'5 di l.&aa,- IMiwa.ei ~ 

I UndMIC..U .... No.w $Teblm l014 lnl&&IWA,..._w s.pa,c..,.., 
1 PwnNnn ~lllb Ko-. 17 T.._., 10lO tm1aai1 ~ Pff.,__ Prnendefts· 

~ N- 11 Tehwl 2017 kn&eftl. .._.... PN"S 
l Pmetlill'en 1k11kta PA."t dea R8 ~ 62 ~ 2QlO ktull& ,..,........ ~ Nq,:n 

S.pl Pmd,e a..--. Pt.n !eh den Ot I.Aw- lne.nei Pr.ma'llll.eh. 
4 Plnti,aren o.ca- 1w:.......- "--" Teba l022 torntans Til&a Can Pt~,-. 

Pu, em Pt .... N.,-. $ipl .... lne-w-i ~WI den di L£w- ll:wlao-. ~&eh .. ... 

LOGO/WP SURAT 
ICUUTUSAX WPTliRI/PDIAMIC LDIBAQA/ 

CUliER.WR/8UPATI/WAIJKOtA/P:,B "1 
SOMOR.. 

TIO<TA.'<G 
PE1CUOASA.'f PN$ DI WAR U.""SfA.."(51 PUIDU..~AA 

DENQA.tf IWUIAT TUHA.'f YAMC MAHA EM. 

NENTERIJPIM.PIMA.'f LDIRAQA/CUBEIUIUR/DUMTI,WAJ.JKOTA/PyD .... 

"'""" 
KEDIPAT 

7, Contoh Formuhr Kcputuaan Pc:nuguan PNS di l.u.ar lnatanai ~mcrintah 

2022, No.1049 
-23- 

www.peraturan.go.id



BIMA HARIA WIBISANA 

ltd. 

Pit. ICEPALA 
BAOAN ICEPEOAWAIAN NEO~ 
REPUBUK INOONESIA, 

, O.pilah ..a.h -•u. ds.n 
.... 0.- b • .-,tu 

Oil.11'\apkan di -- M.ENTERI/PUIPI.NAN LOUIAQA 
CUD.liRHURJDUPATI/WAUKOTA/Pyll ._,,, 

Tl!'m...,_ 11-.pmkan ck:-.n "-'-• 11.qMda. 
I ~ &..dM, ic.:~-n Ni!'.,-.; dan 
, ~ ICJIPN/Ka.s. 

IC.P:put~ lftl dlbn'lkan •s-u r.nc ~Ian. unluk dakdah,1,11 clan 
dlfW:•nalran • .,,.._ --llft1-. 

./ .( 

.,....... Hqrfl S.pal, ..... blr.nla.lL 
IN- 
2 NIP 
3 T..._..Lahar 
4 Ar.npa1 ._-,Col na..naJTMT 
$. J.balan 
6 Un.at~ .. 
Tl!'rtul\lftCmulmi ...._.... ·----·--· .._..........._...~Pffi~~ 
I &n.l&Mi/llullh,lN ... 
, J.ba1an 
3 J.n&fca w.kl\l 
Apm,bila cblcrmud..n han kmyata 11r.,.,-1 lcir.lw......,.n dalmll IC.P:pu1~ lftl. altan 
d-s.Jcan ,_,....._ ds.n puh,11,~ bmbui _.,,.. __ ..._ ... ,.._ 

··················-·······························., • 

1 Un&onc·Undan& Noomol" 5 Tahun 2014 lrl'ltaft&Apu'aturS!pll ~- 
2. ~IUIWI ~nlah N'olnor 17 Tah.,..n l020 ttntanc ~bmhan Jlli.:rwunn 

~~ Holnor 11 Tahun 2017 knlaft& M.n.,...-.ir.n PNS. 
3 ~IUIWI likn•n PAH d.n RD Nomor 62 Tahu.n 2020 knlanC PIP:n...-o Jiiii,:·­ 

~ S.pil ...... ln.l&Ni Ptnwnnlah clan 0.: l.uar ln.tan .. Plrtmn'ln.tah.; 
4 Ptrn.1unn a.ca.,. Kq,rp-..n Nomor- Tahun 2021 •ntan& Tata C- 

Ptrrnrt.p.n P!r:n-.,...n PIP:•- Scwr-rt S.pil Pmd. ln•tan. Jit!r:.-n'lntah d.n di t.u.r 
ln.lallli ~tah... dan 

batrw. ~l'bn bw:n.tuan pr:r.1unn prrundaftc·undanpn. ~ N..11tt1 S.pl 
,-na n.m.nya .,....bu1 .__ Kq,u1-,. uu • ..._.._nwu .,.,- unh,111. cWN-r'lkan 
JXrpm,n,-,..n pnn...-n PNS di .,_,. .ru1.n. ,-.awnnlah. okh kattn. IN pntu 
dilr:tapkan ckne-n kq,ul~ pttpan,-,..in prnu.-, PNS d..i t.u.r liu&aruli 
Jlli.:mtt'lnlah"l 

NliNTI.RI/PIMANAN L,OUIAQA/OUR&R.."'IUR/RUPATI/WAUKOTAJPyR -·-- ,._ 

TEHTANO 
PERPAIUAHQAH PEHUQASA."f PNS DI LUAR IMSTA."51 POIERL'ffAU 

LOCO/KOP S\lltAT 
KltPU'lVSAN ME:Nl'Utl/PIMANAN LOIDA.QA/ 

OVDEJt.,VR/DUPATI/WAUICOTA/P;rfl 
l<OMOR 
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